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Abstract

This study aims to analyze the effect of corporate income tax receipts. The independent
variables include taxpayer compliance, tax audit, and tax collection. This study uses
primary data derived from questionnaires. The population in this study were companies
registered with KPP Pratama Pati for the period 2016-2019 that had NPWP. The
sampling technique used is purposive sampling and the number of samples is 100 data.
The data analysis method used multiple linear regression. The results of this study
indicate that taxpayer compliance has a positive effect on corporate income tax
receipts, tax audits have a positive effect on corporate income tax revenues, and tax
collection has a positive effect on corporate income tax revenues. Taxpayer compliance,
tax audit, and tax collection simultaneously have a positive effect on corporate income
tax receipts.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Audit, Tax Collection, Corporate Income Tax
Receipt.

PENDAHULUAN

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana
semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Wulandari, dkk (2014) Salah satu
penerimaan yang potensial berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan
penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, sumber
penerimaan negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi
kemakmuran rakyat sebagaimana. Maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh
pendiri awal negara ini yaitu mensejahterahkan rakyat, menciptakan kemakmuran yang
berasaskan kepada keadilan sosial. Banyaknya pajak yang diberlakukan di Indonesia,
pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat
mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah
penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak merupakan penentu
tercapainya penerimaan pajak. Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada
suatu negara adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang yang
menjadi kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan
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perundang undangan perpajakan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya
dana bagi negara yang berasal dari masyarakat dalam rangka pembiayaan pengeluaran
dan belanja negara. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah
dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenubhi
kewajiban perpajakannya tidak mungkin penerimaan pajak akan mengalami
peningkatan.

KPP Pratama Pati digunakan sebagai tempat penelitian, karena masih ada wajib
pajak yang belum patuh membayar pajak, hal ini sudah dikonfirmasi oleh kepala KPP
Pratama Pati. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak yang menganggap pajak sebagai
biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangi pendapatan. Kecenderungan
ketidakpatuhan pajak tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak
negara berkurang sehingga secara otomatis juga berdampak pada masalah APBN.
Untuk menunjang penerimaan negara maka dilakukan pemeriksaan hingga penagihan
pada perusahaan yang bermasalah.

Penelitian terhadap penerimaan pajak penghasilan badan telah banyak dilakukan,
akan tetapi hasil penelitian belum konsisten, karena adanya variabel penelitian, objek
penelitian yang digunakan, dan perbedaan periode penelitian. Ketidakkonsistenan hal
penelitian tersebut memicu keinginan untuk melakukan penelitian kembali mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.

Menurut Menteri Keuangan No0.544/KMK.04/2000 dalam Siat dan Toly (2013)
menyatakan bahwa perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan perpajakan.Kepatuhan wajib pajak badan adalah suatu keadaan
dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan,
investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun
administrasi. Pengertian kepatuhan secara sederhana adalah sekedar menyangkut sejauh
mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sedangkan pengertian kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap
pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya
sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Simanjuntak dan Mukhlis,
2012:107). Menurut Pohan (2014:126) ada dua macam kepatuhan , yakni kepatuhan
formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
undangundang perpajakan. Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu
keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan
material perpajakan,yakni Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar
Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan undang-undang perpajakan dan
menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pemeriksaan adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Mardiasmo (2011:54) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
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untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak merupakan salah satu unsur dari penerimaan pajak berdasarkan
UU No. 16 tahun 2009, Penagihan Pajak tersebut merupakan serangkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan  sekaligus,
memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan,
menjual barang yang disita untuk mengetahui pelaksanaan penagihan PPh Badan telah
dilaksananakan dengan prosedur yang berlaku pada KPP Pratama Pati. Menurut Chairil
(2017:219) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan,
menjual barang yang telah disita. Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli
diatas, maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan
Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak membayar dan melunasi
utang pajaknya.

Sari (2015) menyatakan bahwa Penerimaan pajak adalah penghasilan yang
diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Peran penerimaan pajak sangat
penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas
bumi untuk mendanai APBN. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor
pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah
dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana
transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan
berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan
perpajakan dengan tetap memperhatikan azas keadilan, kepastian dan kenyamanan.
Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan
pajak dimasa depan (Fitrianingsih, 2017).

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan
yang terdaftar di KPP Pratama Pati tahun 2016-2017. Metode pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 80
responden. Kriteria sampel yaitu terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Pratama
Pati, penerimaan wajib pajak badan berkisar dibawah 15 miliar, pernah ditagih oleh
pegawai pajak, pernah diperiksa oleh pegawai pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib
Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya
(Syahputra, 2012:27). wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan
mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Yosi, 2015). Beberapa indikator mengenai kepatuhan
wajib pajak menurut Migang dan Dirmayani (2017) adalah patuh terhadap kewajiban
internal, patuh terhadap kewajiban tahunan, patuh terhadap ketentuan materil dan
yuridis. Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa indikator pemeriksaan
pajak menurut Migang dan Dirmayani (2017) adalah :kesalahan hitung, penggelapan
secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan yang tidak
sesungguhnya. Penagihan pajak adalah suatu tindakan penagihan yang dilaksanakan
oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang
pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari
semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.Indikator penagihan pajak menurut
Migang dan Dirmayani (2017) adalah jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah
surat sita, lelang. Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh
pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.Penghasilan tersebut berasal dari rakyat
yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan yang melakukan kegiatan yang
dikatagorikan sebagai objek pajak. Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah
satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jendral Pajak karena
akan berpengaruh untuk meningkatkan total penerimaan Negara. Indikator penerimaan
pajak penghasilan badan menurut Migang dan Dirmayani (2017) adalah memeriksa
kelengkapan pelaporan, kewajiban kepemilikan NPWP, kerjasama fiskus dan wajib
pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dinyatakan valid karena mempunyai tingkat signifikansi di atas 0,05.
Variabel dinyatakan reliabel karena mempunyai nilai cronbach alpha lebih dari 0,70.
Nilai (Asymp.Sig.) dari semua variabel adalah 0,200 > 0,05. Data dalam penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi
normal. Hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai
toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa
model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji
heterokedastisitas menunjukan untuk variabel pertama yaitu kepatuhan wajib pajak
memiliki nilai signifikan sebesar 0,259 > 0,05. Variabel kedua pemeriksaan pajak
memiliki nilai signifikan sebesar 0,964 > 0,05. Variabel ketiga penagihan pajak
memiliki nilai signifikan sebesar 0,070 > 0,05 Pada hasil uji ini menunjukan seluruh
variabel dalam penelitian tidak terjadi gejala heterokesdatisitas.

Berdasarkan Uji analisis regresi berganda maka persamaan regresi dalam

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Y=-1,109 X1 + 0,585 X2 + 0,075 X3 + 0,620 Y+e

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap
variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Ghozali, 2006). Nilai

thiung UNtuk variabel kepatuhan wajib pajak lebih besar dari twae (113,422 > 1,664125)
dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( 0,000 < 0,05). Dengan demikian HO
ditolak dan H1 diterima, maka kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak penghasilan badan. Nilai thiwng Untuk variabel pemeriksaan pajak
lebih besar dari twner (54,194 > 1,664125 ) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari
0,05 ( 0,000 < 0,05). Dengan demikian HO ditolak dan H2 diterima, maka pemeriksaan
pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Nilai thitung
untuk variabel penagihan pajak lebih besar dari tepe (9,189 > 1,664125 ) dengan tingkat
signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( 0,000 < 0,05). Dengan demikian HO ditolak dan H3
diterima, maka penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
penghasilan badan.
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Fhitung Sebesar 131,958 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat dijelaskan
dengan tingkat signifikasnsi dibawah 5% (o= 0,05) dan Fhitung 131,958 > Fiabel 3,115366
menunjukkan bahwa seluruh variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan
penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar
0,833. Hal ini berarti besar variasi variabel dependen penerimaan pajak penghasilan
badan dapat diterangkan oleh variasi variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak
dan penagihan pajak adalah sebesar 83,3% sedangkan sisanya 16,7% (100% - 83,3%)
dapat dijelaskan variabel lain di luar model penelitian.
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